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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Hukum secara umum dibuat untuk kebaikan manusia itu sendiri, 

dan berguna memberikan argumentasi yang kuat bahwa bila hukum 

diterapkan dalam suatu masyarakat maka mereka akan dapat merasakan 

kebenaran,kebaikan, keadilan, kesamaan dan kemaslahatan dalam hidup 

di dunia ini. Seperti hukum positif yang merupakan hasil interpretasi 

manusia terhadap peraturan dan perbuatan manusia di dunia, sedangkan 

hukum Islam menghubungkan antara dunia dan akhirat, seimbang antara 

kebutuhan rohani dan kebutuhan jasmani. Manfaat yang diperoleh bagi 

yang mematuhi suruhan Allah dan kemudlaratan yang diderita lantaran 

mengerjakan maksiat, kembali kepada pelakunya sendiri.
1
 

Hukum adalah rangkaian peraturan-peraturan mengenai tingkah 

laku orang-orang sebagai anggota masyarakat, sedangkan satu-satunya 

tujuan dari hukum ialah mengadakan keselamatan, kebahagiaan dan tata 

tertib di dalam masyarakat.
2
 Namun dengan adanya statemen di atas 

bukan berarti seseorang tidak akan melakukan suatu tindak kejahatan 

yang merugikan orang lain. 

Kejahatan atau tindak pidana dalam Islam merupakan larangan 

larangan syariat yang dikategorikan dalam istilah jarimah atau jinayah. 

                                                      
1
 Shiddiqi, Fiqh Indonesia, Penggagas dan Gagasannya ( Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997), 89. 

2
 Wirjono Prodjodikoro, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia (Bandung: PT Eresco, 1486),14.  
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Pakar fikih telah mendefinisikan jarimah dengan perbuatan-perbuatan 

tertentu yang apabila dilakukan akan mendapatkan ancaman hukuman 

h}ad atau takzir. Adapun istilah jinayah kebanyakan para fuqaha 

memaknai kata tersebut hanya untuk perbuatan yang mengenai jiwa atau 

anggota badan seperti membunuh, melukai, memukul, menggugurkan 

kandungan dan sebagainya.
3
 

Pada dasarnya dengan adanya sanksi terhadap pelanggaran bukan 

berarti pembalasan akan tetapi mempunyai tujuan tersendiri yaitu, untuk 

mewujudkan dan memelihara lima sasaran pokok yang disebut al-

maqasidu al-khamsah yaitu yang terdiri dari h}ifz} al-nafs (menjaga jiwa), 

h}ifz} al-‘aql (menjaga akal), h}ifz} al-d>in (menjaga agama), h}ifz} al-m>al 

(menjaga harta) dan h}ifz} al-nasl (menjaga keturunan). Lima hal pokok ini, 

wajib diwujudkan dan dipelihara, jika seseorang menghendaki kehidupan 

yang bahagia di dunia dan diakhirat. Segala upaya untuk mewujudkan dan 

memelihara lima pokok tadi merupakan amalan saleh yang harus 

dilakukan oleh umat Islam.
4
 Sumber hukum bisa dari hukum yang hidup 

dalam masyarakat seperti hukum adat,  peraturan perundang-undangan 

seperti hukum barat, konsepsi hukum islam yaitu dasar dan kerangkanya 

ditetapkan oleh Allah, yang mengatur hubungan manusia dengan 

                                                      
3
 Ahmad Hanafi, Asas-asas Hukum Pidana  (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), 2.   

4
 Muhammad Amin Suma, Pidana Islam di Indonesia, Peluang, Prospek, dan Tantangan  

(Jakarta:Pustaka Firdaus, 2001),107.  
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Tuhannya, manusia dengan dirinya, manusia dengan makhluk lain dan 

manusia dengan lingkungannya.
5
 

Islam seperti halnya sistem lain melindungi hak-hak untuk hidup 

merdeka dan merasakan keamanan. Ia melarang bunuh diri ataupun 

pembunuhan. Dalam Islam pembunuhan terhadap seorang manusia tanpa 

alasan yang benar diibaratkan seperti membunuh seluruh manusia. 

Sebaliknya, barang siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, 

maka ia diibaratkan memelihara seluruh manusia. Jika terjadi 

pembunuhan, maka pelaku wajib bertanggungjawab. Permasalahannya, 

adalah jika pembunuhan yang disengaja tersebut dilakukan dalam upaya 

membela jiwa, kehormatan, maupun harta benda baik milik sendiri 

ataupun orang lain. 

Dalam melakukan pembelaan dalam Islam dikenal dengan istilah 

daf‘us sha’il, dalam hukum Islam, pertanggung jawaban pidana dapat 

dihapus karena pertama, hal-hal yang berkaitan dengan perbuatan yang 

dilakukan adalah mubah (tidak dilarang) yang disebut asba>b al-iba>hah 

atau sebab diperbolehkanya perbuatan yang dilarang. Diantaranya yaitu 

pembelaan yang sah, mendidik, pengobatan, permainan kesatriaan, 

halalnya jiwa,anggota badan dan harta seseorang, hak dan kewajiban 

penguasa. Kedua, hal-hal yang berkaitan dengan pelaku atau perbuatan 

yang dilakukan tetap dilarang tapi pelakunya tidak dijatuhi hukuman 

                                                      
5
 Topo Santoso, Membumikan Hukum Pidana Islam; Penegakan Syari’at dalam Wacana dan 

Agenda (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), 71-72.   
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yang disebut asba>b raf‘i al-u‘qu>bah atau sebab dihapusnya hukuman. 

Diantaranya yaitu paksaan, mabuk, gila dan anak kecil (bawah umur). 

Utrecht menyatakan bahwa, semua perbuatan yang bertentangan 

dengan azas-azas hukum menjadi pelanggaran hukum. Dalam hukum 

pidana, suatu pelanggaran hukum disebut perbuatan melanggar hukum 

(wederrechtelijke handeling). Di antara pelanggaran hukum itu ada 

beberapa yang diancam dengan hukuman (pidana), yaitu diancam dengan 

suatu sanksi istimewa. Pelanggaran hukum semacam inilah yang oleh 

KUHPidana dikualifikasikan sebagai peristiwa pidana (strafbaar feit). 

Tetapi kadang-kadang dilakukan sesuatu perbuatan yang konkrit tidak 

dipandang sebagai suatu perbuatan yang melawan hukum, walaupun 

KUHPidana menyebutkan sebagai suatu peristiwa pidana. Perbuatan itu 

tidak dapat dikenai hukuman, karena suatu sebab yang dapat 

menghapuskan suatu sifat melawan hukum itu. Di sini ada alasan yang 

menghapuskan sifat melawan hukum itu (rechtvaardigings ground). 

Karena alasan ini maka perbuatan tersebut tidak dapat dikenakan 

hukuman, yaitu perbuatan konkrit itu bukan peristiwa pidana (geen 

strafbaar feit).6 

Hukum pidana mengenal beberapa alasan yang dapat dijadikan 

dasar bagi hakim untuk tidak menjatuhkan hukuman atau pidana kepada 

pelaku atau terdakwa yang diajukan ke pengadilan karena telah 

melakukan suatu tindak atau perbuatan pidana. Alasan-alasan tersebut 

                                                      
6
 USU Law Journal, Vol.4.No.4 (Oktober 2016). 
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dinamakan alasan penghapus pidana. Alasan penghapus pidana adalah 

peraturan yang terutama ditujukan kepada hakim. Peraturan ini 

menetapkan berbagai keadaan pelaku, yang telah memenuhi perumusan 

delik sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang yang 

seharusnya dipidana, akan tetapi tidak dipidana. Hakim dalam hal ini, 

menempatkan wewenang dalam dirinya (dalam mengadili perkara yang 

konkret) sebagai pelaku penentu apakah telah terdapat keadaan khusus 

dalam diri pelaku, seperti dirumuskan dalam alasan penghapus pidana.
7
 

Pembelaan terpaksa merupakan alasan menghilangkan sifat 

melanggar hukum (wederrechtelijkheid atau onrechtmatigheid), maka 

alasan menghilangkan sifat tindak pidana (strafuitsluitings-grond) juga 

dikatakan alasan membenarkan atau menghalalkan perbuatan yang pada 

umumnya merupakan tindak pidana (rechtvaardigings-grond) disebut fait 

justificatief. 

Dalam Hukum Pidana Indonesia, pembelaan terpaksa diatur dalam 

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) BAB III Pasal 49 Ayat 1 

yang berbunyi : 

‚Tidak dipidana barang siapa yang melakukan perbuatan pembelaan 

terhadap jiwa, kehormatan dan harta benda baik untuk diri sendiri 

maupun orang lain karena pengaruh daya paksa tidak dipidana‛.
8
 

Pembelaan terpaksa melampaui batas diatur dalam KUHP Pasal 

49 Ayat 2 yang berbunyi :  

                                                      
7
 Hamdan . M, Alasan Penghapus Pidana Teori dan Studi Kasus (Bandung: PT. Refika Aditama, 

2014), 27.  
8
 Andi Hamzah, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), 26. 
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‚Pembelaan terpaksa yang melampaui batas, yang langsung disebabkan 

oleh goncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan 

itu, tidak dipidana‛.
9
 

Undang-undang tidak memberikan keterangan lebih jauh tentang 

pembelaan terpaksa yang melampaui batas. Dalam Memorie van 

Toelichting (MvT) ada sedikit keterangan mengenai pembelaan terpaksa 

yang melampaui batas yang mengatakan jika terdapat ‚kegoncangan jiwa 

yang hebat‛. 

Yang dimaksud terdapat kegoncangan jiwa yang hebat tidak 

dijelaskan dalam KUHP tetapi oleh ahli hukum memberikan penjelasan 

kegoncangan jiwa yang hebat sehingga diperbolehkan melakukan 

pembelaan terpaksa yang melampaui batas sedangakan dalam hukum 

Islam tidak diatur secara jelas pembelaan yang diperbolehkan dan juga 

sanksi bagi pelaku pembelaan jika melampaui batas pembelaan. Hanya 

berdasarkan firman Allah : 

  مِثْلِ مَا آعِتَدَ ى عَلَيِكُمِفَمَنِ آعِتَدَى عَلَيكُمِ فآعِتَدُواْعَلَيِهِ بِ

‚Barangsiapa yang menyerang kamu, Maka seranglah ia, seimbang 

dengan serangannya terhadapmu.‛ 
10

 

 
Dari ayat tersebut hanya menerangkan tentang penganjuran 

menyerang balik ketika diserang tetapi tidak menjelaskan syarat dan 

sanksi bagi penyerang jika melebihi batas serangan. Alasan penghapus 

pidana (strafuitsluitingsground) diartikan sebagai keadaan khusus (yang 

harus dikemukakan, tetapi tidak perlu dibuktikan oleh terdakwa), 

                                                      
9
 Ibid.   

10
 Departemen Agama R I, Al-Qur’an danTerjemahnya (Bandung: Hilal, 2010), 194. 
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meskipun terhadap semua unsur tertulis dari rumusan delik telah dipenuhi 

tidak dapat dijatuhkan pidana. Alasan penghapus pidana dikenal baik 

dalam KUHP, doktrin maupun yurisprudensi. Sesuai dengan ajaran 

daaddaderstrafrecht alasan penghapus pidana dapat dibedakan menjadi :
11

 

a. Alasan pembenar (rechtvaardigingsgrond) yaitu alasan yang 

menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan, berkaitan dengan 

tindak pidana (strafbaarfeit) yang dikenal dengan istilah actus reus di 

Negara Anglo saxon. 

b. Alasan pemaaf (schuldduitsluitingsgrond) yaitu alasan yang 

menghapuskan kesalahan terdakwa, berkaitan dengan pertanggung 

jawaban (toerekeningsvatbaarheid) yang dikenal dengan istilah mens 

rea di Negara Anglo saxon. 

Ada beberapa hal yang menjadikan penulis tertarik untuk 

membahas judul tentang Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap 

Pembelaan Terpaksa Yang Melampaui Batas (Noodweer Exces) dalam 

Tindak Pidana Pembunuhan. Yang pertama, Islam sangat melindungi hak 

hidup seseorang. Hal ini terbukti dalam tujuan syarak atau yang lebih 

dikenal dengan al-maqashidu al-khamsah (panca tujuan) salah satunya 

memelihara jiwa. Alquran telah banyak menjelaskan tentang sanksi 

berkenaan dengan masalah kejahatan terhadap nyawa. Diantara jenis-jenis 

hukum kisas disebutkan dalam Alquran ialah kisas pembunuh, kisas 

anggota badan dan kisas dari luka. Semua kejahatan yang menimpa 

                                                      
11

 Moeljatno, Asas-asas Hukum Pidana  (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), 137-138.   
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seseorang hukumanya adalah dianalogikan dengan kisas yakni berdasar 

atas persamaan antara hukuman dengan kejahatan, karena itu adalah 

tujuan pokok dari pelaksanaan hukuman kisas.
12

 Begitupun dalam hukum 

positif juga diatur sanksi untuk pembunuh dari yang teringan sampai yang 

terberat.  

Kedua, dalam KUHP BAB III tentang pembebasan hukuman 

pidana Pasal 49 Ayat 1 tetang pembelaan terpaksa, dan juga dalam hukum 

pidana Islam diatur pembelaan sah, tidak dijatuhi hukuman sebab 

diperbolehkannya perbuatan yang dilarang. Tetapi untuk mengetahui 

apakah suatu perbuatan itu sebagai suatu pembelaan atau sebaliknya, 

maka harus diketahui unsur atau syarat yang dimaksud dalam pasal 

tersebut dan tidak dijelaskan bagaimana melakukan pembelaan yang 

diperbolehkan. Begitu juga dalam KUHP Pasal 49 Ayat 2 tentang 

pembelaan terpaksa yang melampaui batas tidak dijelaskan pelampauan 

batas yang diperbolehkan. 

Terdapat kasus pembelaan diri yang menimpa Jabar dari Jantho 

Aceh Besar, pada saat dia mau kembali ke rumah adiknya dia bertemu 

dengan Muzakir yang memang telah mencarinya berulang kali. Muzakir 

memang sudah emosi dengan Jabar yang telah membawa pergi adik 

iparnya ke Medan, Muzakir memang sudah bermaksud untuk membunuh 

Jabar dan pada saat itu terjadilah pertengkaran. Dalam pertengkaran 

tersebut Muzakir membawa parang dan langsung membacok Jabar 

                                                      
12

 A. Wardi Muslich, Hukum pidana Islam  (Jakarta : Sinar Grafika, 2005), 18.  
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berulang kali dan mengenai tangan dan kepalanya, Jabar menangkis lagi 

dengan helm dan merebut parang dari Muzakir dan membalas membacok 

hingga hilangnya nyawa karena untuk membela diri. 

Di kasus ini Jabar dinyatakan bersalah dan dihukum 7 tahun 

penjara. Tetapi jika dalam pembuktian terdapat unsur yang memenuhi 

syarat pembelaan terpaksa, seharusnya Jabar bebas dari segala tuntutan 

hukum. Berarti di sini Jabar yang melakukan pembelaan diri yang 

melampaui batas tetapi pada dasarnya tidak menginginkan akibat hukum 

terhadap seseorang karena dia dalam keadaan darurat, sehingga terpaksa 

melakukan perbuatan melawan hukum untuk menyelamatkan 

kehormatannya. 

Dari  persoalan diatas, penulis merasa perlu untuk meneliti 

masalah diatas menjadi sebuah penelitian berjudul : Tinjauan Hukum 

Pidana Islam Terhadap Pembelaan Terpaksa Yang Melampaui Batas 

(Noodweer Exes) Dalam Pidana Pembunuhan (Analisis Putusan Nomor 

201/Pid.B/2013/PN.Jantho). 

 

B. Identifikasi Masalah 

Berangkat dari uraian pada latar belakang masalah di atas, penulis 

mengidentifikasi beberapa masalah yang timbul sebagai berikut: 

1. Seseorang bisa dikatakan telah melakukan pembelaan terpaksa 

menurut hukum. 
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2. Sanksi apa yang dijatuhkan kepada pelaku tindakan terpaksa 

berlebihan. 

3. Pertimbangan yang digunakan oleh hakim dalam Putusan Nomor 

201/Pid.B/2013/PN.Jantho dalam pidana pembunuhan. 

4. Dasar hukum hakim Pengadilan Negeri Jantho dalam Putusan Nomor 

201/Pid.B/2013/PN.Jantho dalam pidana pembunuhan. 

5. Tinjauan Hukum Pidana Islam dalam kasus pembelaan terpaksa 

melampaui batas. 

 

C.  Batasan Masalah 

Berdasarkan identifikasi masalah di atas dan juga bertujuan agar 

permasalahan ini dikaji dengan baik, maka penulis membatasi penulisan 

karya ilmiah dengan batasan: 

1. Pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Jantho dalam tindak pidana 

pembunuhan karena membela diri dalam Putusan Nomor 

201/Pid.B/2013/PN-JTH. 

2. Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap pertimbangan hakim 

Pengadilan Negeri Jantho pada Putusan Nomor 201/Pid.B/2013/PN-

JTH dalam tindak pidana pembunuhan karena membela diri. 
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D. Rumusan Masalah 

Dengan memahami serta mempertimbangkan dasar pemikiran 

yang tertuang dalam latar belakang masalah tersebut maka diperlukan 

adanya rumusan masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana pertimbangan hakim terhadap pembelaan terpaksa 

melampaui batas (Noodweer Exces) dalam pidana pembunuhan            

( Putusan Nomor 201/Pid.B/2013/PN-JTH) ? 

2. Bagaimana Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap pertimbangan 

hakim dalam pembelaan terpaksa melampaui batas (Noodweer Exces)  

bagi pelaku pidana pembunuhan (Putusan Nomor 201/Pid.B/2013/PN-

JTH) ? 

 

E. Kajian Pustaka 

Kajian pustaka pada penelitian yang dilakukan oleh peneliti 

dengan tujuan untuk mendapatkan gambaran mengenai pembahasan dan 

topik yang akan diteliti dengan penelitian yang sejenis yang mungkin 

pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya sehingga diharapkan tidak ada 

pengulangan materi secara mutlak. Dalam penelusuran awal, sampai saat 

ini penulis menemukan penelitian atau tulisan yang sedikit kemiripan 

dalam penelitian yang dilakukan penulis, diantaranya yaitu penelitian : 

Skripsi  karya  Khusnul Hotimah tahun 2013 dari UIN Syarif 

Hidayatullah yang berjudul ‚Alasan Pemaaf Atas Tindak Pidana 

Pembunuhan Kajian Hukum Islam dan Hukum Positif  ( Analisis Putusan 
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MA Nomor 1445K/Pid/2011)‛
13

. Pada skripsi ini membahas tentang 

alasan pemaaf bagi pelaku pembunuhan. 

Skripsi karya Tathmainul Qulub tahun 2011 dengan judul 

‚Tinjauan Fiqh Jinayah Terhadap Pembelaan Terpaksa Yang Melampaui 

Batas Menurut Pasal 49 KUHP‛.
14

 Penulis skripsi ini lebih membahas 

secara umum, tidak membahas secara spesifik. Sedangkan pada skripsi ini 

penulis menganalisis dari sisi Putusan hakim Nomor 201/Pid.B/2013 PN 

Jantho dan sisi hukum pidana Islam, jadi dalam skripsi ini lebih spesifik 

langsung dalam contoh kasus. 

 Dengan demikian, penelitian ini bukan merupakan pengulangan 

dari penelitian sebelumnya. Dan menjadi alasan kuat bagi penulis bahwa 

pembelaan terpaksa melampaui batas (Noodweer Exces) dalam pidana 

pembunuhan perlu diteliti lebih lanjut. 

 

F. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan Rumusan Masalah diatas, maka tujuan penelitian 

yang ingin dicapai penulis antara lain: 

1. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan 

Negeri Jantho terhadap tindak pidana pembunuhan karena membela 

diri Nomor 201/Pid.B/2013/PN-JTH. 

                                                      
13

 Khusnul Hotimah, ‚Alasan Pemaaf Atas Tindak Pidana Pembunuhan Kajian Hukum Islam dan 
Hukum Positif  (Analisis Putusan MA No. 1445K/Pid/2011)‛  (Skripsi UIN Syarif Hidayatullah, 

Jakarta, 2013). 
14

 Tathmainul Qulub, ‚Tinjauan Fiqh Jinayah Terhadap Pembelaan Terpaksa Yang Melampaui 
Batas Menurut Pasal 49 KUHP‛(Skripsi IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2013). 
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2. Untuk mengetahui tinjauan hukum pidana islam terhadap 

pertimbangan hakim dalam tindak pidana pembunuhan karena 

membela diri pada Putusan Pengadilan Negeri Jantho Nomor 

201/Pid.B/2013/PN-JTH. 

 

G. Kegunaan Hasil Penelitian 

1. Secara teorotis (keilmuan) 

Hasil penelitian ini diharapkan bisa memberikan sumbangan 

pemikiran bagi mahasiswa fakultas Syariah khususnya prodi Hukum 

Pidana Islam dan sebagai bahan informasi pendahuluan yang penting 

bagi peneliti yang mungkin mirip di masa mendatang atau sebagai 

bahan informasi pembanding bagi peneliti lama yang serupa namun 

berbeda sudut pandang. Serta berfungsi juga sebagai tambahan 

literatur Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya.  

2. Secara praktis 

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan 

pertimbangan dalam menganalisis dan argumentasi hukum yang 

diperlukan agar diperoleh daya guna yang diharapkan bagi penegak 

hukum bagi terciptanya suasana yang adil dan kondusif serta 

menjamin kepastian hukum bagi hak-hak rakyat. Dengan demikian, 

dapat ikut memberikan andil mengupayakan pemikiran ilmiah dalam 

bidang hukum yang diharapkan bermanfaat untuk terciptanya 

keadilan dan kemaslahatan bagi rakyat yang sesuai dengan Undang-
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Undang Dasar serta alquran dan alhadis. Serta sebagai bahan acuan 

atau literatur bagi praktisi hukum, dosen, peneliti, mahasiswa hukum, 

dan para pembaca yang secara umum bergelut dalam bidang hukum. 

 

H. Definisi Operasional 

Adapun untuk mempermudah pemahaman serta terhindar dari 

salah pengertian terhadap istilah dalam penelitian ini, maka perlu 

dijelaskan sebagai berikut : 

1. Hukum pidana Islam adalah ilmu tentang hukum syarak yang 

berkaitan dengan masalah perbuatan yang dilarang (Jarimah) dan 

hukumannya (Uqubah), yang diambil dari dalil-dalil yang terperinci. 

Dalam hal ini subyek pemikiran yang digunakan pada skripsi ini 

adalah hukum pidana islam tentang pembunuhan. 

2. Pembelaan terpaksa yang melampaui batas adalah Tindakan yang 

dilakukan untuk membela diri sendiri maupun orang lain secara 

berlebihan terhadap kehormatan kesusilan karena ada serangan atau 

ancaman serang yang sangat dekat pada saat itu juga, dan serangan 

tersebut bias mengakibatkan goncangan jiwa. Serta yang akan diteliti 

adalah Putusan hakim pada kasus tindak pidana pembunuhan karena 

membela diri di Pengadilan Negeri Jantho Nomor 201/Pid.B/2013/PN-

JTH. 
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I. Metode Penelitian 

Metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan 

data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Penelitian sendiri berarti 

sarana yang dipergunakan oleh manusia untuk memperkuat, membina, 

serta mengembangkan ilmu pengetahuan.
15

 Dalam hal ini, dapat dipahami 

bahwa metode penelitian merupakan usaha untuk menemukan sesuatu 

serta bagaimana cara untuk menemukan sesuatu tersebut dengan 

menggunakan metode atau teori ilmiah sehingga mendapat kesimpulan 

yang sesuai dengan kebenaran ilmiah untuk menjawab isu hukum yang 

dihadapi, pada akhirnya dapat ditarik kesimpulan yang dapat 

dipertanggung jawabkan secara ilmiah. 

 Metode penelitian dalam hal ini akan mengarahkan penelitian 

tersebut sehingga penelitian dapat mengungkap kebenaran secara 

sistematis dan konsisten. 

 Metode yang digunakan dalam skripsi ini yaitu dengan cara 

penelitian yuridis, yaitu suatu penelitian yang secara deduktif dimulai 

analisa terhadap pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang 

mengatur permasalahan diatas. 

 

 

 

 

                                                      
15

 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum  (Jakarta: UI-PRESS,2007), 3. 
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1. Data yang dikumpulkan 

a. Data primer 

Data primer dari penelitian ini adalah kronologi kasus, fakta-fakta 

persidangan, pertimbangan hakim dan putusan hakim dari 

Pengadilan Negeri Jantho Nomor 201/Pid.B/2013/PN.JTH tentang 

pidana pembunuhan karena membela diri. 

b. Data sekunder 

Data sekunder dari penelitian ini beberapa bahan bacaan dan lain-

lain yang berhubungan dengan masalah yang dikaji.  

2. Sumber data 

a. Sumber primer 

Sumber primer adalah sumber data yang langsung 

memberikan data kepada pengumpul data
16

, serta yang akan ditulis 

pada bab III yaitu salinan putusan Pengadilan Negeri Jantho Nomor 

201/Pid.B/2013/PN.JTH. 

b. Sumber sekunder 

Adapun bahan sekunder adalah bahan yang diambil dari 

bahan bacaan yang berhubungan dengan tema judul yang diangkat 

penulis berupa: surat kabar, jurnal, makalah, ensiklopedia dan lain-

lain yang berhubungan dengan masalah yang dikaji.  

Diantaranya : 
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Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D  (Bandung: Alfabeta, 2010), 225. 
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1) Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam, (Jakarta: Sinar 

Grafika, 2005). 

2) Moeljatno, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, (Jakarta: 

Bumi Aksara, 2008). 

3) Ahmad Hanafi, M.A, Asas – Asas Hukum Pidana Islam, 

 ( Jakarta: Bulan Bintang, 1967 ). 

4) Achmad Djazulli, Fikih Jinayah, (PT. Raja Grafindo Persada, 

2000). 

5) Abdur Rahman, Tindak Pidana dalam Syari’at Islam, (Jakarta: 

Rieneka Cipta, 1992). 

6) Zainuddin Ali, Hukum Pidana Islam , ( Sinar Grafika, 2012). 

7) Muhammad Nurul Irfan, Hukum Pidana Islam. 

3. Teknik pengumpulan data 

Teknik pengumpulan data dalam skripsi ini meliputi : 

a. Dokumentasi, yaitu teknik mencari data dengan cara membaca dan 

menelaah data dalam hal ini Direktori Putusan Pengadilan Negeri 

Jantho Nomor: 201/Pid.B/2013. Teknik ini digunakan untuk 

memperoleh data tentang dasar hakim tentang putusan kasus 

tindak pidana pembunuhan. 

b. Kepustakaan, yaitu teknik menggali data dengan cara menelaah 

buku-buku dan literatur-literatur. Teknik ini digunakan untuk  

memperoleh data teori tentang pembunuhan karena membela diri. 
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4. Teknik pengolahan data 

Setelah semua data yang terkait dengan permasalahan tersebut 

kemudian akan diolah dengan beberapa teknik sebagai berikut:
17

 

a. Editing, yaitu pemeriksaan kembali data-data yang berkaitan 

dengan tindak pidana pembunuhan yang diperoleh dari berbagai 

buku dan dokumen-dokumen mengenai topik penelitian terutama 

kejelasan makna, dan keselarasan antara data satu dengan yang 

lainnya. 

b. Organizing, yaitu menyusun data secara sistematis mengenai kajian 

hukum pidana islam terhadap pembelaan terpaksa melampaui batas 

(Noodweer Exes) dalam pidana pembunuhan (Analisis putusan 

putusan Pengadilan Negeri Jantho Nomor: 201/Pid.B/2013). 

c. Analizing, yaitu melakukan analisis terhadap putusan hakim 

Pengadilan Negeri Jantho Nomor: 201/Pid.B/2013 dan fikih jinayah 

dengan hasil pengorganisasian dalam data dengan menggunakan 

kaidah, teori, dalil hingga diperoleh kesimpulan akhir sebagai 

jawaban dari permasalahan yang dipertanyakan. 

 

5. Teknik analisis data 

Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan 

mengurutkan data ke dalam pola, kategori dan satuan uraian dasar 

                                                      
17

 Bambang Sanggona, Metode Penelitian Hukum  (Jakarta: PT Raja GrafindoPersada, 2004), 

125. 
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sehingga dapat ditemukan tema dan dirumuskan seperti yang 

dibutuhkan oleh data. 

Teknik analisis penelitian ini menggunakan teknik deskriptif 

analisis dengan pola pikir deduktif. 

a. Deskriptif analisis, yaitu dengan cara memaparkan dan 

menjelaskan data apa adanya data tentang pembunuhan karena 

membela diri direktori Pengadilan Negeri Jantho Nomor: 

201/Pid.B/2013, kemudian dianalisa dengan menggunakan teori 

hukum pidana islam tentang pembunuhan. 

b. Deduktif, yaitu pola pikir yang berangkat dari variabel yang 

bersifat umum dalam hal ini teori jinayah pembunuhan, kemudian 

diaplikasikan pada variabel yang bersifat khusus dalam hal ini ini 

dasar putusan hakim dalam kasus pembunuhan karena membela 

diri. 

 

J. Sistematika Pembahasan 

Agar memudahkan dalam pembahasan dan mudah dipahami, maka 

pembahasannya dibentuk dalam bab-bab yang masing-masing 

mengandung sub bab penulis membuat sistematika pembahasan sebagai 

berikut : 

Bab pertama menguraikan alasan dan ketertarikan penulis dalam 

meneliti masalah ini, gambaran secara keseluruhan skripsi, seperti yang 

terdapat di dalam latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan 
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masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan 

hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika 

pembahasan. 

Bab kedua berisi tentang landasan teori tentang pembunuhan 

dalam ruang lingkup hukum pidana islam. Serta membahas tentang 

landasan teori tentang pembelaan terpaksa  melampaui  batas. 

Pembahasan ini  juga  meliputi pengertian pembelaan melampui batas dan 

batasannya, macam – macam pembelaan, syarat pembelaan, alasan 

penghapus hukuman dalam  pertanggung jawaban pidana. 

Bab ketiga ini membahas tentang putusan hakim terhadap pelaku 

tindak pidana pembuhuan karena membela diri direktori putusan 

Pengadilan Negeri Nomor 201/Pid.B/2013 di Jantho Aceh Besar, isi 

putusan, dasar, pertimbangan, putusan dan implikasi. 

Bab keempat ini membahas tentang analisis masalah Tinjauan 

Hukum Islam Terhadap Pembelaan Terpaksa Melampaui Batas dalam 

Tindak Pidana Pembunuhan terhadap putusan Pengadilan Negeri Nomor 

201/Pid.B/2013 di Jantho Aceh Besar. 

Bab kelima ini merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan 

saran dari penelitian ini.  

 


